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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 
8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka 
Perangkat Daerah wajib menyusun Perubahan Rencana 
Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat 
Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perangkat Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2022; 

BUPATI BATANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR .35 TAHUN 2022 

BUPATI BATANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

Menimbang 

Menimbang 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 10); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 496); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 110); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 
Nomor 8 Seri E Nomor 2); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8); 
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Pasal 4 
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun 
Perubahan RKA Perangkat Daerah. 

Pasal 3 
(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan 

sistematika penyusunan sebagai berikut: 
a. Pendahuluan; 
b. Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan; 
c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan 
d. Penutup. 

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 
Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 
berpedoman pada perubahan RKPD dan basil evaluasi Renja Perangkat Daerah 
sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Batang. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
APBD. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 
2022. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 
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.... 

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 35 

ARI YUDIANTO 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal !1.S' Agu~\:u.S ?-0~2 

LANI DWI REJEKI 

Pj. BUPATI BATANG, 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal '-S ~gus\:uS :J. ozz 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 

ttd

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008
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LANI DWI REJEKI 

Pj. BUPATI BATANG, 

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 
berdasarkan data dari Perubahan RKPD maupun Evaluasi Renja sampai 
dengan Triwulan II tahun berkenaan, sehingga data dan analisa yang terdapat 
dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan gambaran nyata 
capaian kinerja Renja tiap Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. 

Tahapan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah meliputi: 
1. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, terdiri 

atas: 
a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan 
b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. 

2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah, 
disajikan dalam sistematika: 
a. Pendahuluan; 
b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; 
c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan 
d. Penutup. 

3. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah, yang ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah 
dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah. 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen yang disusun sebagai 
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA. Setelah 
ditetapkannya Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2022, maka 
kewajiban Kepala Daerah segera menetapkan Perubahan Renja Perangkat 
Daerah tahun 2022. 

URAIAN SECARA RINCI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR 3-5 TAHUN 2022 
TENT ANG 
PERUBAHAN RENCANA KERJA 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 
BATANG TAHUN 2022 

ttd


